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PERATLURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA

NOMOR. 10 TAIIUN 2004

DUFPATI BANYUMAS,
TENTANG Menimbang . : p bahws dengan telah ditetapkannya  Feramran
Pemierintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
PEMHENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERIA Organisasi Perangkat Dacrah maka Tugas Pokok,
Fungsi. Susunan Crganisasi dan Tata Kerja Badan
BADAN PENGAWASAN DAERAH Pengawas Daerah Kabupaten Banyumas
EABUPATEN BANYUMAS scbagaimana diatur dalam Peraturin Daerah

Eabupaten Bamyumas Momor 24 Tahur 2000
iznang Pembentukan, Susunan onganisasi dan Tata
Kerja Lembaga Tekmis Dracrzh Kabupaten
Banyumas schagaimana twelah diubah dengan

Peraturan Dezah Kabupaten Danyumas Momor 10
Tahun 2002, sudah tidak sesuai lagi:
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Menginga:

. bahwa sehubungan dengan hal letsebut , maka pesiu
‘menctapkan kembali Peraniran Diacrah Eabupaien

Banyumis lenlang  Fembeniuksn  Susunan
Organisaxi dan Taa Kerja Hadan Pempawasan
Diaerah Kabupaten Bamyumas.

. Undang-undang MNomor 13 Tehon 1950 entang

Pembenmian m—d&mll Eabupaten Dalam
Lingkungan Fropinsi Jawa Tengah;

. Undang-undang MNomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintzhan Dacrah (Lembaran Megara Tahun
1999 Momar €0, Tambahan Lembaran Megars
Nomor 3839

. Peraturan Pamerintsh Mo 16 Talun 1994 tenlang

Jabatan Fungsiomal Pegzawai I‘Tagm_‘i Sipil
Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 22,
Taribahan Lembaran Megars Nomor 35470

. Petamrgn Pemerintah MNomor 235 Tabon 2000

tentang  Kewsnangan Pemerintah  Pusat dan
Eewenangan Propinsi sehagai Deerah Otonom
(Lemaran Megara Tabun 2000 Nomor 34,
Tambahan Lembaran Negara Momor 3952

e g

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang

Pedoman Organisasi Perangkat Dagrah {Lembaran
Megarn  Tihud 2003 Nomor 14, Tambahan
Lembarin Nepare Momor$262):

. Keputusan Dersama Menter: Pendayagunaan

Aparamur Negara- dan Menteri Dalam . Negeri
Nomor: 01/SKD/M. PAN /2003 Nomer 17 Tabun
2003 wemang Peunjuk - Pelaksanzan - Peraturan
Pemerintah Normer & Tahun 2003 enang Pedoman
Organisasi  Perangkat . Dacrah den Peratran
Pemenoinh  Nomor % ‘fabun 2003, tentang
Wewwnang  Penpanzkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pepawai Megeri Sipil ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSEAN:

Menooapkan: PERATURAN DACERAIT TENTANG PEMBENTUKAN
EUSUNAN ORGANISAS] DAN TATAKERJA BADAN
PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN BANY UMAS



BAE ]
KETENTUAN UMLM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daeral ini yag dimalcud dengan ;

=1

b

Daerih adilish Dacrah Kabupaten Bamyumes ; ¥
Pemerinzh Daereh adalab Peme rintab Kabupaten Banyumas |
Dewan Perwakilan Bakyat Dacrah yang eclanjutoya disebut
DFRED. adalah Dewan Ferwikilan Rakyal Deemh Kabopaten
Bamyumas ;

Bupati sdatah Bupeati Bamyumas ;

Sekretaris Dacrah adalah Sekretaris Daerah  Kabupawen
Banyumas ;

Badan Penpawasan Daerah adalsh Badan Pengawasan Daerah
Fabupaten Baspyumis ;

Fepala Badan adelah Kepala Badan Pengawiasan [Daecah
Rabupaicn Bamyumas;

Unit Pelaksana Teknis adaizh unsur pelaksana schagian miges
Badan Pengawasan Daerah vang memiliki wilayah kerja san atau
hetberapa Kecamatan yang selanjutnya disebut UPT,

Tobatan Fungsioml adalah kedudukan yang memnjukkan tugas,
mngpung jewsh, wowenang dan hak scomng Pegawal Negen
Sipil dalam Saman Organisasi yang dalam pelaksana:n (ugasinys
didasarkan pada keahlian dan ketrampilan terientu serla bersifat
mandiri.

BAE 11
PEMEBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Dagrah ini dibentuk Badan Pengawasan Dacrah.
BAR I
EEDUIMK AN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3
Badan Pengawasan Dacrah adalah unsur pelaksamm togas torenm
Pemerintah Daerah, dipunpin olch scorang Kepala yang berada di hawah
dan berlamggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daemh,

Pasol 4

- (1) Badan Pengaansan Deeruh mempunyai ugas pokok melaksanakan

mpas di bidang pengawasan umun terhadip polaksanaan vrusan
pemeriniahan umum, penyelenggaraan pemerintab daerah,
pembinzan kesatuan bangsa, pelaksamapn pembangunan  dan
peribinaan kemesyarzkatan i lingkungan Pemerinlah Paerah,
Kecamatan dan Kelurahan serta fasilitasi pengawasan pelaksanaan
pemerintahan desa

2y Thituke melaksanakan wgas pokok sebapamisna dimaksud dalam aval
(1), Badan Pengawasan Daerah mempunvai fungs; :



perumusan kebi jukan teknis i bidang peogawasan |
pemyusanan rencanz dan program kerja Badan,
penyelengpa man kegiatan di bidang pengawasan;

pelaksanazn bimbingan, pembinaan, pengowssan dan evaluasi di
bidanp penpawasan ;

penyiapan dan pemberian informasi bidang pengamwasan :
peleksanaan koordinasi dengan instansi pererintah dan swasts
pelaksamun urusan ketamusahasn dan keromahtanggaan badan,
pembinaan terhadap UPT dalam Bngkup i gasnya;

pelaksanaan mgas-tugas lainyang diberikan oleh Rupsti.

BAD IV
SUST'NAN ORGANISAST

Pazal 5

o

(1} Susunan organisasi Dadan Penpawasas Dacrah tendiri dari -
a, Kepala Badan;
b.  Bagian Tata TTsabia, terdiridari

L. SubBagiinUmmin;
2. SobBagian Bina Program , Evalussi dan Pelaporan.

¢ Bidang Pemerinmhan, wrdiridari :

1. Sub Bidime Pemerintahab Umum:
2. Sub Bidang Aparapur,

d  Bidang Perelonomian, terdiri dar ;

1. Sub Bidang FPerhubungzan, Fekerjaan Umum dan

Pertambangan Encrgi;
2 Sub Bidang Perindustrian dan Perckonomian Daerah,

e Bidang Kesejahterann Rakyal, terdict dari |

1. Sub Didang Pendidikan , Kesehatan, Tenspga Kerg dan

Transmigrasi:
2. Sub Bidang Sosial dan Pemberdavaan Masyvarakat.
f.  1PT:

g.  Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Bagan susunan organisasi Badan Peagawasan Dacrah, sehagaimana
lercantum pads Lampiran.merupakan bagian tak terpisahkan dar

Peraturan Daemsh ini |



perumusan kebi jukan teknis i bidang peogawasan |
pemyusanan rencanz dan program kerja Badan,
penyelengpa man kegiatan di bidang pengawasan;

pelaksanazn bimbingan, pembinaan, pengowssan dan evaluasi di
bidanp penpawasan ;

penyiapan dan pemberian informasi bidang pengamwasan :
peleksanaan koordinasi dengan instansi pererintah dan swasts
pelaksamun urusan ketamusahasn dan keromahtanggaan badan,
pembinaan terhadap UPT dalam Bngkup i gasnya;

pelaksanaan mgas-tugas lainyang diberikan oleh Rupsti.

BAD IV
SUST'NAN ORGANISAST

Pazal 5

o

(1} Susunan organisasi Dadan Penpawasas Dacrah tendiri dari -
a, Kepala Badan;
b.  Bagian Tata TTsabia, terdiridari

L. SubBagiinUmmin;
2. SobBagian Bina Program , Evalussi dan Pelaporan.

¢ Bidang Pemerinmhan, wrdiridari :

1. Sub Bidime Pemerintahab Umum:
2. Sub Bidang Aparapur,

d  Bidang Perelonomian, terdiri dar ;

1. Sub Bidang FPerhubungzan, Fekerjaan Umum dan

Pertambangan Encrgi;
2 Sub Bidang Perindustrian dan Perckonomian Daerah,

e Bidang Kesejahterann Rakyal, terdict dari |

1. Sub Didang Pendidikan , Kesehatan, Tenspga Kerg dan

Transmigrasi:
2. Sub Bidang Sosial dan Pemberdavaan Masyvarakat.
f.  1PT:

g.  Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Bagan susunan organisasi Badan Peagawasan Dacrah, sehagaimana
lercantum pads Lampiran.merupakan bagian tak terpisahkan dar

Peraturan Daemsh ini |



(1) Pembenrukan, uigas pokok dan fungsi UPT diatur lebil lanjut dengan
Kepumsan Bupad. e

{2y Pada UPT dapat dibentuk satuam orgamisasy i hawsh Kepala UPL yang
dhpimpin oleh pegabal sinikiural yang pembenmukan, tugas pokek,
fungsi traizn tagas dan rincian wgasma diamr |ebih banjur dengan
Kepursan Bupati. 1

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Dengan herdakumyy Pemturan Dacrah ind, maka ketenman Pembenmukan |
mgas pokok. fungsi dan susunan organisasi Badan Pengawatan Dasrah
sebapaimaria diar dafzm Pesal 2 Agar (2) hurof b, Pasal & dan Pasal 7
Peraturan Daerah Kabupaten Baryumes Nomor 24 Tahon 2000 icniang
Pembeniukan, Susunan Organisasi dan Taakerjs Lembaga Teknis Dacrah
Rabapaten Bamyumas, sebagaimans welah diubah déngan Peratursn Dacrah
Fabupaten Banvumas Nomwer 10 Tahun 2002, dinyztakan tidak Berlaki lagi

Pasal 13

Peramran Daerah ini molai berlaku pada tanggal diundanzkan.

Apar sztiap orang dapat - mengstaluinya, memerinablan pengasdongsn
Perafuran Deersh ini demgan percmpatannya defam [embaran Dacrah
Eabupaten Bamyumas

Ditetapkan di Parwokerto
padatanggal 31 Mei 2004

BUPATI BANYUMAS
tid

ARIS SETIOND
DHundanghkan di Purwokerto
Pada Tanpgal 1 Juni 2003

SEKRETARIS TAERAH KABUPATEN
BANYITMAS

thl

SINGGIII WIRANTO , SH.
NIP. 500, 086, 384

[LEMBARAN DAERAH EABUPATEN BANYUMAS NMOMOR ¢
SERIT»



BAGAN SUSUNAN DRGAMISAS] |mmpimn  Perures Dassh Kebupsien Baryumas.
BADAN PENGAWASAN DAERAH Mongr 10 Tabun 2004
HABUPATEN EANYUMAS Tanggal 11 Met 2004
KEPALA
RELOMPON
BAGIAN
Jll-ﬁi‘l'lﬂ FI.IIIB\III}NFIL TATA USAHA
_I,—I_.-. -
B
'.;1" ST ;n.-: AM
[ T
BIDANG IAMNG
PEMERINTAHAN PEREKONCMAN
G5B BDANG FERHLAUIMOAN,
| PEM | e e
UMLUM IREAT
BUB MDANG
5UB BDANT | | (FREmC T
APARKTUR
BUPATI BANTUMAS
lﬂ!".l."l}:.ruu td
TEKNS

ARIS BETIOND



